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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut:  

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyajikan 7 (tujuh) 

komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas 

dan Catatan Atas Laporan Keuangan (bagian yang tidak dipisahkan 

dari laporan keuangan ini). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.  

2. Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

untuk Tahun Anggaran 2020 pada praktiknya telah mengacu pada 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, akan tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 dalam 

pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.  

3. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya 

semaksimal mungkin untuk mengikuti dan menerapkan seluruh 

kebijakan dan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku. 

Akan tetapi ada kendala dan hambatan dalam penerapannya, yaitu : 

keterbatasan kemampuan dalam bidangnya dan masih rendahnya 

kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pada tahun anggaran berikutnya sebaiknya Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur dalam penyajian laporan keuangannya tetap konsisten 

berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga penyajian 

Laporan Keuangan Daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan 

Laporan Keuangan Daerah yang disajikan dapat berguna bagi para 

pengguna laporan laporan tersebut. 

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus sering mengadakan 

sosialisasi, pendidikan serta pelatihan kepada para staf terkait PP 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

aturan-aturan lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan 

daerah.  

3. Pada tahun anggaran berikutnya, kinerja Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai 

upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan 

kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi, 

akuntabilitas, dan pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud 
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